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Abstrack. Extortion in the distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH) is one of the
structural problems that hinders the effectiveness of the program in empowering the poor. This practice not only
harms the recipients of assistance, but also violates the principles of social justice. This article aims to examine
the case of extortion in PKH from a victimology perspective, focusing on its impact on victims, both
psychologically and socio-economically. This study uses an empirical legal methodology using a field research
approach and a sociological legal approach. The data obtained was processed qualitatively which was then
analyzed descriptively. The results of the study show that victims of extortion experience greater losses, not only
in the form of loss of funds, but also in the form of damage to trust in social and state institutions. In addition, this
study proposes several steps to revitalize justice in handling extortion cases, including increasing supervision,
public education, and bureaucratic reform that can restore public trust in the PKH program. Thus, revitalizing
Justice in this context is expected to create a more just social environment and reduce the practice of extortion in
the future.
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Abstrak. Pungutan liar dalam distribusi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu
masalah struktural yang menghambat efektivitas program tersebut dalam memberdayakan masyarakat miskin.
Praktik ini tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan sosial.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kasus pungutan liar PKH dari perspektif viktimologi, dengan fokus pada
dampaknya terhadap korban, baik dari sisi psikologis maupun sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan
metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, serta menggunakan teknik
pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau Field Research. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif
yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pungutan liar mengalami
kerugian yang lebih besar, bukan hanya dalam bentuk kehilangan dana, tetapi juga dalam bentuk kerusakan
kepercayaan terhadap institusi sosial dan negara. Selain itu, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah untuk
revitalisasi keadilan dalam penanganan kasus pungutan liar, termasuk peningkatan pengawasan, edukasi
masyarakat, serta reformasi birokrasi yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program
PKH. Dengan demikian, revitalisasi keadilan dalam konteks ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial
yang lebih adil dan mengurangi praktik pungutan liar di masa depan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Korban, PKH, Pungutan Liar, Revitalisasi Keadilan, Viktimologi.

1. PENDAHULUAN

Pungutan liar adalah salah satu jenis tindak pidana yang sudah cukup akrab di kalangan
masyarakat. Sebabnya, pungutan liar atau yang biasa disebut juga dengan pungli, dapat dilihat
sebagai bentuk kejahatan pemerasan yang kian hari menjelma menjadi satu gejala sosial yang
bersifat abadi karena senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan
bermasyarakat (Kumorotomo, 1994). Kata pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) berarti bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan
oleh yang berwenang. Lalu kata liar berarti tidak teratur dan tidak tertata. Pungli selalu

digunakan untuk merujuk segala bentuk pungutan yang tidak resmi (Tim Penyusun, 2008).
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Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang yang
dilakukan dengan cara yang tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-
sembunyi dari aparat penegak hukum.

Keberadaan pungli sudah dianggap sebagai kebudayaan yang melembaga, penyakit
masyarakat yang telah membudaya, dikarenakan praktiknya yang terjadi di hampir seluruh lini
masyarakat (Arliman S, 2020). Dewasa ini, pungli bukan hanya sekedar menjadi permasalahan
horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, akan tetapi juga permasalahan
vertikal, di mana aparatur pemerintah yang turut andil dalam praktik pungli ini secara ironis
sudah merupakan hal yang cukup lumrah terjadi. Alih-alih bertindak sebagai pihak yang dapat
menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mencegah dan memberantas pungli, justru malah
menjadi pihak yang ikut serta melanggengkan kejahatan ini. Dalam hukum pidana di Indonesia,
pungli masih belum termasuk sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana, sehingga hal ini kerap kali memperkecil kemungkinan bagi pelaku pungli untuk
mendapatkan hukuman yang setimpal dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang
mengatur secara spesifik mengenai pungli (Dirdjosisworo, 1984).

Namun meski belum ada undang-undang resmi yang mengaturnya, jika kita lihat
berdasarkan motif dari praktik pungli yang seringkali terjadi yaitu dilakukan dengan cara
memeras menjadi cukup relevan apabila dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP lama atau Pasal
482 KUHP baru tentang pemerasan. Selain itu, motif yang juga terjadi di sekitar kita terutama
apabila dilakukan oleh aparatur pemerintah yang pada umumnya dilakukan dengan cara
menyalahgunakan kekuasaannya dan juga disertai tindakan represif seperti memaksa sekaligus
mengancam pun tertuang dalam Pasal 12 huruf (e¢) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,
atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri”.

Dalam praktiknya, pungli acap kali terjadi pada interaksi yang terbangun antara
masyarakat dengan aparatur pemerintah, diantaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan,
hingga pelayanan publik yang umumnya menjadikan masyarakat lapisan bawah sebagai korban
karena tidak memiliki cukup kekuatan sosial, politik, atau ekonomi untuk melakukan
penolakan dan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Sektor pelayanan publik merupakan

sektor yang sangat rentan akan terjadinya pungli, dikarenakan pelayanan publik yang berkaitan
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langsung dengan kepentingan masyarakat, salah satunya dalam hal pendistribusian bantuan
sosial (Ananda Muhamad, 2022). Dinas Sosial sebagai lembaga yang menjadi penyambung
tangan negara dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah nyatanya
masih harus berhadapan dengan adanya aparatur pemerintah yang melakukan penyelewengan
dalam proses penyaluran bantuan sosial, lebih tepatnya bantuan sosial PKH.

PKH atau Program Keluarga Harapan, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut tepatnya pada Pasal 3 dijelaskan mengenai sasaran
(penerima) PKH yaitu merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,
pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Di mana jelas bahwa bantuan sosial ini secara
spesifik memang ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah (Fajri, 2022).

Akan tetapi, faktanya masih ada segelintir orang yang mengeksploitasi bantuan sosial
PKH tersebut dan menjadikan masyarakat lapisan bawah sebagai mangsa dari keserakahannya
terhadap apa yang bukan menjadi hak serta miliknya. Di tengah upaya negara untuk
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga miskin, ironisnya pihak-pihak
tertentu malah menjadikan penyaluran bantuan sosial PKH sebagai ladang pungli dengan
melancarkan tindakan represif seperti melakukan ancaman dan paksaan kepada para penerima
PKH untuk memberikan uang dengan nominal tertentu sesaat setelah pencairan dana. Dengan
menunjukkan sikap abuse of power yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengelabui
masyarakat lapisan bawah, sehingga penyaluran bantuan sosial PKH menjadi tidak selaras
dengan amanat yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan.

Oleh karena masih kurangnya upaya penegakan hukum yang tegas dalam menangani
kasus pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini, sehingga praktiknya pun masih
dilanggengkan oleh beberapa oknum yang tersebar di wilayah Banten, tepatnya di salah satu
desa yang ada di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam kasus ini, praktik pungli
dilakukan secara langsung oleh pendamping sosial PKH yang mana tugas dari pendamping
sosial ini pada dasarnya adalah untuk melaksanakan pendampingan PKH di kecamatan. Dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pula

dijelaskan bahwa pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial terdiri atas
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kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam
mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Mengingat bahwasanya para pendamping sosial merupakan utusan langsung dari Dinas
Sosial untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyaluran bantuan sosial
PKH. Namun, oknum tersebut justru memanfaatkan kewenangannya dan mengambil
keuntungan dalam bentuk pungli. Warga yang menganggap bahwa pendamping sosial
memiliki hak untuk menghapus nama-nama tertentu dari daftar penerima bantuan sosial PKH
menjadi sasaran empuk bagi oknum tersebut untuk memaksa warga penerima PKH
memberikan uang sebanyak 10% dari jumlah yang diterima pada saat pencairan dana, dan
mengancamnya dengan mengatakan bahwa siapapun yang tidak memberi uang dengan tarif
yang sudah ditentukan tersebut.

Hal ini jelaslah salah dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena
praktiknya yang jelas menimbulkan kerugian di kalangan warga penerima PKH yang
notabenenya merupakan masyarakat lapisan bawah. Masyarakat yang untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya saja masih kerap mengalami kesulitan hingga dirasa pantas untuk
menerima bantuan sosial, akan tetapi masih diharuskan untuk memberikan sebagian uangnya
kepada oknum pendamping sosial. Stigmatisasi terhadap warga penerima PKH yang menolak
untuk memberikan uang kepada pendamping sosial tersebut membuat warga semakin takut
untuk tidak menuruti keinginannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum
yang tegas terhadap korban guna menghentikan adanya praktik pungli dalam proses penyaluran
bantuan sosial PKH ini.

Kajian teoritis dalam pembahasan ini bertumpu pada dua pendekatan utama, yaitu teori
viktimologi dan konsep keadilan restoratif. Viktimologi sebagai cabang dari ilmu kriminologi
berperan penting dalam memahami posisi dan hak-hak korban dalam tindak pidana. Dalam
kasus pungli terhadap penerima bantuan sosial PKH ini, para korban umumnya berasal dari
kelompok rentan baik secara sosial dan juga ekonomi. Viktimologi melihat bahwa korban tidak
hanya mengalami kerugian material, tetapi juga mengalami penderitaan psikologis dan sosial
akibat perlakuan yang memaksa dan mengancam, terlebih ketika negara masih belum
menunjukan kehadirannya secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemulihan
terhadap mereka. Dalam kerangka viktimologi modern, penanganan korban tidak hanya
berkutat pada penyidikan dan penuntutan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak
korban, perlindungan dari reviktimisasi, dan partisipasi aktif korban dalam proses hukum.

Dalam hal keadilan restoratif, perlu diingat penekanan utamanya bukan hanya pada

pemulihan kerugian material yang dialami oleh korban, tetapi juga pada pemulihan emosinal
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dan sosial. Pendekatan ini mendorong adanya komunikasi dan rekonsiliasi antara korban
dengan pelaku, serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemulihan tersebut.
Dalam kasus penerimaan bantuan sosial PHK, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas
pada kerugian finansial saja, tetapi juga rasa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
institusi negara, perasaan tertekan, serta hilangnya rasa aman. Dengan begitu, melibatkan
korban secara aktif dalam proses pemulihan, keadilan restoratif berusaha memberikan ruang
bagi korban untuk bersuara dan guna memulihkan hubungan yang rusak antara korban, pelaku,
dan masyarakat (Maulana & Agusta, 2021).

Seperti yang sudah disebutkan diatas, prinsip keadilan sosial yang disampaikan John
Rawls juga sangat relevan, John menekankan bahwa pentingnya distribusi sumber daya yang
adil, terutama bagi kelompok yang cukup rentan. Pada bantuan sosial PHK, dalam hal ini
artinya negara harus memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar digunakan
untuk kesejahteraan masyarakat yang memiliki kualifikasi penerimaan bantuan sosial, bukan
malah menjadi beban masyarakat akibat adanya pungli. Dapat disimpulkan bahwa tugas negara
tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku pungli, tetapi juga memastikan kondisi korban
dengan memberikan perlindungan yang ketat serta melakukan pencegahan ketidakadilan lebih
lanjut (Rawls, 1971).

Permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH terletak pada masih
maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas, yang mana dalam
hal ini adalah pendamping sosial, terhadap Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun bantuan
sosial ditujukan untuk masyarakat lapisan bawah yang notabenenya miskin dan rentan, tetapi
kenyataannya bantuan sosial yang diberikan tersebut tidak dapat diterima secara sepenuhnya
oleh warga penerima karena pungli yang mengharuskan mereka memberi sebagian uang
mereka dalam taksiran tertentu kepada oknum pendamping sosial yang mana hal tersebut
merupakan perbuatan yang ilegal. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi di
kalangan warga penerima, melainkan juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan
ketidakpercayaan terhadap instansi atau lembaga pemerintah. Praktik pungli yang masih terus
terjadi ini juga mencerminkan lemahnya integritas pelaksana program serta kurangnya
mekanisme pengawasan yang efektif di tingkat lapangan untuk dapat meninjau terjadinya
perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Kamaluddin et al., 2024).

Di sisi lain, korban pungli kerap kali masih tidak memperoleh perlindungan hukum yang
layak dan dapat mengayomi korban secara sepenuhnya. Sehingga hal ini lah yang dalam
banyak kasus membuat korban menjadi merasa enggan untuk melaporkan adanya praktik

pungli ini, yang juga didasari oleh rasa takut dan kekhawatiran akan adanya intimidasi yang
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akan mengancam keamanan korban, lalu setelahnya muncullah rasa tidak percaya terhadap
mekanisme hukum yang ada (Pena Hukum & Masyarakat, n.d.). Itu lah yang mencerminkan
adanya ketimpangan antara kebijakan perlindungan sosial dan realitas di lapangan, di mana
korban justru berisiko mengalami reviktimisasi atau menjadi korban berulang dalam sistem
hukum yang semestinya melindungi mereka. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang masih
cenderung mengedepankan pendekatan retributif, yaitu penghukuman terhadap pelaku, tanpa
memberikan ruang yang cukup untuk pendekatan yang lebih manusiawi seperti keadilan
restoratif. Pendekatan ini justru dapat menjadi solusi alternatif dalam menangani kasus-kasus

sosial, dengan cara memulihkan kerugian korban dan membangun kesadaran pelaku.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris dengan
pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, serta menggunakan teknik pengumpulan data
melalui penelitian lapangan atau Field Research. Penelitian yuridis empiris merupakan
pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas sosial.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali fakta-fakta yang terjadi di masyarakat
sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum
dan mencari solusi atas permasalahan tersebut (Waluyo, 2002). Metode penelitian yuridis
empiris memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa
perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati
langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk meneliti hasil dari perilaku manusia, seperti
bukti fisik atau arsip (Achmad, 2012).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk
memberikan gambaran yang akurat mengenai individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu,
serta untuk mengetahui seberapa sering suatu gejala muncul dalam masyarakat (Mamudji,
2005). Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian bertujuan menyajikan gambaran yang
terperinci berdasarkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan yang terstruktur dan
sistematis (Marzuki, 2005). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui
wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya
jawab secara terarah dan sistematis, dengan berpedoman pada tujuan penelitian yang telah
ditetapkan (Group, 2004).

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki,
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mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau keunikan dari pengaruh
sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, atau digambarkan secara kuantitatif (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan pendekatan
induktif dan kualitatif, di mana fokus utama dari analisis kualitatif adalah pada pemaknaan
data, bukan pada generalisasi temuan. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan
hasil wawancara, kemudian mereduksi serta mengkategorikan data, dan selanjutnya

mendeskripsikan temuan penelitian secara sistematis (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Dampak Pungutan Liar dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKH melalui
Pendekatan Viktimologi

Permasalahan terkait pungli tidak semata-mata merupakan isu hukum, melainkan juga
dapat dikaji melalui pendekatan multidisipliner, khususnya kriminologi dan viktimologi.
Dalam perspektif kriminologi, analisis diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pungli serta upaya strategis dalam pencegahan dan
penanggulangannya. Sementara itu, pendekatan viktimologi memusatkan perhatian pada
dimensi korban, yang mencakup peran korban dalam konstruksi tindak pidana pungli, relasi
antara pelaku dan korban, tingkat kerentanan korban terhadap praktik pungli, serta kedudukan
dan kontribusi korban dalam proses sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak dan dinamika pungli dari sudut
pandang korban. Di mana dalam viktimologi, korban atau korban kejahatan dianggap sebagai
orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami kerugian, termasuk cedera
fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak
dasarnya, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di
negara anggota, termasuk penyalahgunaan kekuasaan secara criminal (Yulia, 2022).

Dalam kasus pungutan liar terhadap korban bantuan sosial PKH ini, pungli dapat
dianggap sebagai bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius dan berlapis bagi para
penerimanya. Para korban, yang pada dasarnya merupakan masyarakat lapisan bawah,
mengalami penderitaan secara ekonomi akibat berkurangnya jumlah bantuan yang seharusnya
mereka terima secara utuh. Bantuan sosial yang mestinya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, malah harus terpotong untuk
diberikan kepada oknum yang menyalahi aturan. Hal ini memperparah kondisi ekonomi
mereka, bahkan dalam beberapa kasus memaksa korban untuk berutang atau menjual aset yang

dimiliki demi bertahan hidup (Sulistiyowati, 2020). Terlebih paksaan dari pendamping sosial
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yang ditujukan kepada para korban untuk selalu memberikan uang dengan jumlah sebesar 10%
dari yang diterima korban setelah pencairan selalu menimbulkan ketakutan. Pasalnya,
pendamping sosial selalu memberikan kata-kata mengancam yang menyatakan bahwa
siapapun yang tidak memberikan uang kepadanya akan dihapus dari daftar penerima bantuan
sosial pada periode berikutnya.

Secara psikologis, korban jelas mengalami tekanan mental saat dihadapkan dengan
ancaman yang diberikan oleh pendamping sosial tersebut. Perasaan marah, kecewa, dan
frustasi karena terkadang harus mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar kepada oknum
yang seharusnya melindungi dan membantu. Tidak jarang pula korban merasa takut atau
enggan melapor bahkan ke perangkat desa sekalipun dikarenakan rasa khawatir akan
mendapatkan intimidasi serta dicoret dari daftar penerima bantuan. Rasa takut yang dialami
korban ini menunjukkan betapa lemahnya posisi korban dalam menghadapi sistem yang tidak
berpihak kepada mereka (Sulistiyowati, 2020). Terlebih pelaku yang masih melancarkan
aksinya kepada para korban menjadi semakin memperkecil peluang bagi korban untuk dapat
keluar dari situasi yang menyulitkannya itu. Selain itu, pungli dalam penyaluran bantuan sosial
PKH ini juga menimbulkan dampak sosial di kalangan masyarakat, yakni berupa menurunnya
kepercayaan terhadap instansi pemerintah dikarenakan adanya tindakan koruptif terjadi di
tengah proses distribusi bantuan yang mestinya menjadi wujud nyata kepedulian negara
(Mawardi, 2022).

Dampak lainnya juga mencakup melemahnya efektivitas program bantuan sosial PKH
itu sendiri. Bantuan pada akhirnya tidak diperoleh secara penuh oleh warga penerima akan
menyebabkan penghambatan dalam tercapainya tujuan PKH yang tertuang dalam Pasal 2
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, antara lain
untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan
kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan
serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan
manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dalam jangka
panjang, praktik pungli oleh pendamping sosial ini dapat berimbas dalam memperparah
ketimpangan sosial dan menambah jumlah kelompok rentan yang semakin termarjinalkan.
Oleh karena itu, upaya pemberantasan pungutan liar dalam program bantuan sosial seperti PKH
sangat penting dilakukan melalui pendekatan hukum, pengawasan ketat, serta pelibatan aktif

masyarakat dan lembaga pengawas independent (Nugroho, 2019).
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Dalam kacamata viktimologi kritis, pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial
PKH ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum oleh oknum atau individu saja, melainkan
merupakan cerminan dari struktur sosial yang timpang dan budaya birokrasi yang korup.
Negara, dalam hal ini, dinilai telah menjadi lalai dalam melindungi kelompok masyarakat
lapisan bawah atau rakyat miskin dari praktik-praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pihak
berwenang yang berwenang. Ketika korban tidak memiliki akses yang baik terhadap keadilan,
tidak dapat memahami hak-haknya, dan tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan yang
memadai, maka sistem hukum tersebut dianggap gagal memenubhi prinsip keadilan substantif
(Humas, n.d.). Oleh karena itu, viktimologi dianggap tidak hanya sekedar menyoroti
penderitaan korban saja, tetapi juga untuk mendorong reformasi sistemik agar praktik pungutan
liar dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini dapat dicegah dan korban-korbannya dapat
memperoleh keadilan yang layak.

Salah satu contoh nyatanya yakni dalam kasus pungli pada penyaluran bantuan sosial
PKH di salah satu desa yang ada di Kecamatan Baros, Provinsi Banten selama beberapa tahun
belakang ini. Oknum pendamping sosial yang memaksa warga penerima untuk memberikan
uang sebesar 10% dari jumlah yang diterima pada saat pencarian dengan dalih sebagai “uang
terima kasih”, dan bahkan tidak segan-segan untuk mengancam warga penerima apabila tidak
memberikan uang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Satu dari banyaknya warga penerima
yang menjadi korban adalah ibu Nafsiah yang merupakan penerima bantuan sosial PKH sejak
tahun 2011, dan merupakan korban dari adanya praktik pungli ini. Ia menjelaskan bahwa
pematokan nominal uang sebanyak 10% itu memang benar adanya, misal warga penerima
mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000, maka penerima diharuskan untuk memberikan
10% nya kepada pendamping sosial tersebut, yakni sebesar Rp200.000, begitupun dengan
jumlah lainnya. Bu Nafsiah pun mengatakan bahwa pendamping sosial pun sampai tidak tega
melakukan ancaman kepada para warga penerima yang menolak untuk memberikannya uang,
dan selalu membawa narasi bahwa dirinya lah yang memperjuangkan warga untuk
mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Selain itu, bu Nafsiah juga sempat mengalami bentuk ancaman yang serius sebagai
buntut dari tindakannya yang menolak untuk memberikan uang kepada pendamping sosial
tersebut, yaitu dirinya pernah sempat tidak menerima jatah bantuan sosial PKH nya sebanyak
5x pencairan atau selama kurang lebih 2 tahun. Setelah tidak menerima selama kurang lebih 2
tahun, pada akhirnya bu Nafsiah kembali mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi nominalnya
tidak sesuai dengan nominal awal alias dikurangi, yang sebelumnya sebesar Rp1,200,000

hanya menjadi Rp200,000 saja. Kejadian ini tentu sangat menimbulkan kebingungan di dalam
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diri bu Nafsiah, hingga saat ini pun dirinya masih tidak tahu alasan sebenarnya yang
menyebabkan dirinya sampai tidak menerima bantuan sosial PKH selama kurang lebih 2 tahun
hingga akhirnya bisa mendapatkannya kembali meski dengan nominal yang berkurang cukup
banyak. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar dari sisi korban terhadap oknum pendamping
sosial tersebut.

Dalam konteks ini, masyarakat penerima bantuan menjadi korban yang mengalami
kerugian ekonomi langsung, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar justru dikurangi secara tidak sah (Tempo, 2021). Dari sisi viktimologi,
dampak terhadap korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial.
Banyak korban mengalami tekanan emosional seperti rasa takut, cemas, dan marah, karena
mereka sadar diperlakukan dengan tidak adil, akan tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk
memberontak atau sekedar mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Seperti bu Nafsiah
yang hanya diam dan menerima nasibnya pada saat dirinya secara tiba-tiba ‘dihapus’ dalam
daftar penerima bantuan sosial. Terdapat rasa takut tersebut diperkuat oleh relasi kekuasaan
yang timpang antara pelaku yang notabenenya merupakan bagian dari aparatur pemerintah dan
korban yang hanyalah masyarakat biasa yang masih bergantung pada mereka untuk
mendapatkan akses bantuan atau pelayanan publik lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat relasi struktural yang tidak seimbang antara
pendamping sosial dan warga penerima, di mana otoritas digunakan secara manipulatif untuk
mengeksploitasi  kerentanan korban. Ketimpangan relasi ini  menciptakan situasi
ketergantungan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak
hanya memperkuat dominasi kekuasaan yang tidak sehat, tetapi juga memperdalam luka
psikologis korban yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberikan ruang bagi
keberanian untuk bersuara atau melakukan perlawanan. Dalam konteks ini, ketidakberdayaan
yang dialami oleh para korban bukan hanya bersifat individual, melainkan mencerminkan
problem struktural dalam mekanisme pendistribusian bantuan sosial PKH yang tidak
sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat miskin dan tidak selaras dengan apa yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Selain itu, praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini menciptakan
ketidakpercayaan terhadap aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah, yang mana dalam hal
ini adalah Dinas Sosial, yang seharusnya hadir untuk melindungi dan memberdayakan
kelompok rentan, terutama jika pelaku tidak dikenai sanksi atau kasusnya tidak diusut secara
serius. Korban akan memandang bahwa hukum tidak berpihak pada mereka, yang pada

akhirnya menciptakan apatisme hukum di tingkat akar rumput. Ketika masyarakat tidak lagi
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percaya bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan, maka keberlanjutan
kejahatan semacam ini menjadi lebih sulit untuk dihentikan. Lebih jauh, pendekatan
viktimologi juga menyoroti bahwa korban pungli sering kali tidak memperoleh tempat dalam
sistem peradilan pidana. Mereka jarang dilibatkan sebagai pihak yang perlu dilindungi atau
dipulihkan hak-haknya. Dalam banyak kasus, proses hukum lebih berfokus pada pembuktian
kesalahan pelaku tanpa memperhatikan mekanisme pemulihan atau kompensasi terhadap
korban.

Dengan demikian, analisis viktimologis terhadap korban pungli menunjukkan bahwa
kejahatan ini memiliki dimensi yang kompleks dan berdampak luas. Pungli bukan hanya
pelanggaran hukum administratif, melainkan juga kejahatan yang merusak martabat dan
kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan kebijakan publik untuk
tidak hanya fokus pada pemberantasan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak dan
perlindungan korban secara adil dan menyeluruh. Dalam konteks hukum, korban dari praktik
korupsi atau pungutan liar semacam ini juga kerap berada dalam posisi yang termarginalkan.
Sistem peradilan pidana masih sangat berorientasi pada pelaku, sehingga korban sering kali
tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk melaporkan, bersaksi, atau terlibat secara aktif
dalam proses hukum. Banyak dari mereka yang menghadapi hambatan struktural maupun
kultural ketika ingin mencari keadilan, baik karena keterbatasan akses informasi, rasa takut
terhadap konsekuensi sosial, maupun kurangnya mekanisme perlindungan saksi.

Padahal, keterlibatan korban dalam proses hukum memiliki peran strategis untuk
mendorong akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus
korupsi di tingkat lokal. Ketidakhadiran korban dalam proses ini bukan hanya memperlemah
penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak
korban sebagai bagian integral dari sistem keadilan. Pendekatan viktimologi dalam studi ini
menunjukkan bahwa praktik pungli dalam distribusi bantuan sosial PKH tidak hanya
menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, harga diri, dan
kepercayaan korban terhadap negara. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak cukup
hanya dengan memproses pelaku secara hukum, tetapi juga harus mencakup perlindungan
korban, mekanisme pelaporan yang aman dan mudah dijangkau, serta pemulihan hak-hak
penerima bantuan yang telah dirugikan.

Perlindungan Hukum kepada Korban Pungutan Liar dalam Penyaluran Bantuan Sosial
PKH
Penyaluran bantuan sosial memang sudah merupakan tugas dari pemerintah suatu daerah

yang dikhususkan bagi warganya yang memiliki keterbatasan perekonomian, bantuan sosial
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atau yang biasa disebut dengan bansos tidak bisa diberikan pada sembarang orang. Masyarakat
tertentu yang telah memenubhi kriteria lah yang berhak menerima bansos. Bansos yang menjadi
hak masyarakat tidak boleh diambil atau dipindahtangankan kepada siapapun, termasuk
perangkat pemerintah. Namun sayangnya, sampai saat ini masih adanya penyaluran bansos
yang tidak adil. Adanya oknum penyalur bansos yang kerap kali memotong uang bansos yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tidak jarang pula para oknum memaksa masyarakat
untuk memberikan fee dengan nominal yang mereka tetapkan. Masyarakat yang mengerti
masih memiliki keberanian untuk bertindak, tetapi tidak dengan masyarakat awam yang tidak
mengerti sistem pemberian bansos, seperti lansia.

Hal ini tentu saja dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemerasan. Dalam KUHP
lama dijelaskan pada Pasal 368 ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.” Selain itu, Untuk melindungi korban pungli dalam penyaluran bantuan sosial
PKH, ada beberapa dasar hukum yang mengatur, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial dapat dikenakan sanksi

pidana berdasarkan ketentuan ini, karena bisa saja ada indikasi korupsi atau

penyalahgunaan wewenang.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam hal ini, setiap tindakan dalam administrasi negara, termasuk penyaluran bantuan

sosial, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pungutan liar

adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penghentian

Pungutan Liar.

Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penghentian praktik pungutan

liar di sektor publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyaluran

Bantuan Sosial PKH.

Dalam regulasi ini, dijelaskan tentang tata cara penyaluran bantuan sosial PKH yang

harus dilakukan tanpa adanya pungutan liar.
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Pemberantasan pungli sudah cukup diupayakan oleh pemerintah sebagai langkah dari
pencegahan, pemberantasan yang harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan
metode moralistik (pembinaan moral dan mental manusia) dan metode abolisionistik
(penanggulangan gejala). Dalam kasus ini, pemerintah pusat telah menetapkan organisasi yang
bertanggung jawab untuk membersihkan pungutan liar, seperti yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Perpres Satgas Saber Pungli memberikan wewenang untuk
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli
ditugaskan untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan mengoptimalkan
personel, satuan kerja, dan sarana prasarana di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah (Humas, 2016). Dalam memberantas praktik pungli yang kerap terjadi di Indonesia,
penegak hukum tidak dapat menanganinya secara mandiri, diperlukan peran masyarakat yang
harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non-
elektronik.

Penerapan sistem pelayanan berbasis online merupakan salah satu langkah nyata yang
bisa ditempuh untuk mencegah praktik pungli. Sebagaimana proses seleksi pegawai yang kini
menggunakan sistem berbasis komputer untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam
penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri
(PTN), pemerintah pusat juga sebaiknya mengembangkan sistem serupa untuk berbagai jenis
pelayanan publik lainnya. Sistem ini dapat diterapkan secara luas di instansi pemerintah, baik
di tingkat pusat maupun daerah. Agar pelaksanaannya lebih efektif, sistem tersebut perlu
terintegrasi dengan tim pengawas yang memiliki komitmen personal terhadap pelayanan
publik, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Tugas Satgas Saber Pungli adalah untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar
dengan mengoptimalkan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana di seluruh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli
memiliki wewenang sebagai berikut untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

A. Merancang dan menerapkan sistem untuk mencegah dan menindak praktik pungutan
liar;

B. Menghimpun data dan informasi dari kementerian/lembaga serta pihak terkait dengan
memanfaatkan teknologi informasi,

C. Mengatur, menyusun strategi, dan menjalankan tindakan untuk memberantas praktik
pungutan liar;

D. Melakukan operasi tangkap tangan.
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E. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala
pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

F. Menyarankan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah agar
membentuk unit pelaksana tugas saber pungli di setiap instansi yang menyelenggarakan
pelayanan publik;

G. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pemerintah menegaskan
pentingnya dilaksanakan langkah-langkah penertiban yang bersifat menyeluruh, terintegrasi,
dan berkelanjutan di seluruh lini aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan
bebas dari praktik-praktik pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum serta merugikan
masyarakat luas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki budaya
birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara, serta mendorong efisiensi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, penertiban ini juga diharapkan dapat
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menciptakan kepastian
hukum dalam setiap proses pelayanan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Perlindungan hukum terhadap korban pungutan liar dalam penyaluran Bantuan Sosial
PKH sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Perlindungan ini
dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Jaminan Hukum Melalui Undang-Undang

Di Indonesia, sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pemberantasan

pungutan liar, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang mencakup praktik pungutan liar sebagai bentuk korupsi. Selain itu,

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Satu Pintu Pengaduan Pungutan Liar

memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan adanya pungli melalui saluran

resmi. Bantuan Sosial PKH sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun

2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang menyatakan bahwa segala bentuk

pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut adalah ilegal dan bertentangan dengan

hukum. Oleh karena itu, korban pungli dalam penyaluran bantuan PKH dapat melaporkan

tindakan tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.
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b. Lembaga yang Memberikan Perlindungan kepada Korban
Korban pungutan liar memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan melalui Layanan
Pengaduan Pungutan Liar yang dikelola oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian
Sosial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Indonesia, n.d.). Korban juga bisa
mendapatkan bantuan dari lembaga hukum dan advokasi yang fokus pada perlindungan
hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.

c. Sistem Pengaduan dan Penegakan Hukum
Korban dapat melaporkan pungutan liar kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi atau
lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman atau KPK. Perlindungan hukum juga
diberikan dengan menjamin anonimitas bagi pelapor dan memberikan jaminan tidak
adanya pembalasan dari pihak yang melakukan pungutan liar (Zulkifli, 2020). Proses
hukum terhadap pelaku pungli dapat mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemberian
sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Pemulihan dan Kompensasi
Setelah pelaku pungutan liar dihukum, korban berhak mendapatkan pemulihan, baik
berupa kompensasi finansial atas kerugian yang dialami maupun pemulihan psikologis. Ini
bisa dilakukan dengan memberikan dukungan psikososial dan bantuan hukum untuk
memastikan bahwa korban bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh (Wibowo, 2022).

e. Perlindungan Hukum Reaktif
Jika pungli telah terjadi, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum
yang efektif. Negara dan lembaga terkait harus menyediakan sarana hukum untuk
menuntut pelaku pungli, baik itu melalui jalur pidana maupun jalur perdata (Dwi, 2023).
Dalam hal ini, polisi, kejaksaan, atau lembaga lain yang berwenang harus siap
menindaklanjuti laporan masyarakat dengan serius.

f.  Pendampingan Hukum untuk Korban
Pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar mereka tahu hak-haknya dan dapat
mengakses jalur hukum dengan mudah. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) atau organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan dalam memberikan
pendampingan hukum kepada korban pungli (Wijaya, 2021).

Dalam perspektif viktimologi, penting untuk memberikan perhatian khusus kepada
kondisi korban yang rentan, serta memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi yang
menyebabkan mereka mudah menjadi sasaran praktik pungli (Wikstrom, P.-O. H., & Ceccato,
n.d.). Pendidikan tentang hak-hak sosial dan hukum kepada penerima bantuan sosial sangat

penting agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan tindakan yang
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merugikan mereka. Selain itu, viktimologi juga mendukung penciptaan sistem pemulihan yang

tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada kesejahteraan korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
(PKH) merupakan masalah serius yang berdampak luas pada korban, tidak hanya secara
materiil tetapi juga psikologis dan sosial. Korban pungli, yang umumnya berasal dari kelompok
masyarakat rentan, mengalami kerugian finansial, tekanan mental, dan hilangnya kepercayaan
terhadap instansi pemerintah. Sistem hukum di Indonesia masih berfokus pada penghukuman
pelaku dan kurang memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban. Konsep
keadilan restoratif, meskipun telah menjadi bagian dari wacana reformasi hukum, belum
diterapkan secara luas dan sistematis dalam kasus pungli PKH karena kurangnya panduan dan
pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi pungli, diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi korban melalui
regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden tentang Penghentian Pungutan Liar,
dan Peraturan Menteri Sosial tentang PKH. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berwenang untuk mencegah dan
menindak praktik pungli. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam melaporkan kasus
pungli. Selain penegakan hukum, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kondisi
korban yang rentan, meningkatkan edukasi mengenai hak-hak sosial dan hukum mereka, serta
menciptakan sistem pemulihan yang berfokus pada kesejahteraan korban. Diperlukan juga
pembaruan sistem hukum dan kebijakan sosial secara simultan untuk mengatasi kesenjangan
antara regulasi formal dan realitas perlindungan korban di lapangan.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam memberantas
pungli bantuan sosial PKH perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah wajib lebih
menggalakkan upaya perlindungan hukum dengan tujuan melindungi para korban pungli,
memberikan pendidikan secara masif kepada masyarakat untuk menghindari kemungkinan
terburuk mereka menjadi korban, serta membabat habis para pelaku pungli dengan adanya

regulasi yang lebih tegas.
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